BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Aktivitas untuk menciptakan suatu perdamaian dalam konflik negara

diperfukan sebush resolusi oleh aktor internasional. terutams seringkali
melibatkan kekuatan militer baik di]akuk.nn oleh individu n'mupun oleh Drgnnjsas:i
yang multipolar aklmmﬂ:hnh pmqul:ﬁfwmhthmmusmmi untuk merabah
resolusi konflik menjadi pendekatan mmﬂner, sepeti negosiasi, mediasi, dan
rekonsiliasi. Hal lqt m pendekatan tersebut menjadi pertimbangan
pum jangka panjang serta cost-henefir ]ra.ng\_;hn diterima oleh pihak yang
sersunghutan (Martin & Ramsbotham, 2016).

H:M perkembangan sustu sistem tidak mengessmpingkan bagaimana
natural behavior skior khususnya di dalam sebush negara dalim merespon
masaluh keamanannya. State insecurities masih sering terjadi yang mengartikan
‘hahwa keadaan anarkis tidak dapat di hapuskan seluruhnya termasuk metode yang
digunakan dalam menunjing persentose perdamaian yang cukup besar. Hal ini
dikarenakan konfilik yang terjadi sangat sering memicu krisis yang jau lebih
besar yang disebabkan oleh adanya respon timbal balik yang buruk dari pihak yang
terfbat konflik (Urlacher, 2018). Dalom hal i Prancis memiliki pandangan
terhadap terorisme, Prancis memandang bahwa terorisme adalah ancaman terbesar
dobam m m dan. m dunig, Prancis juga merupakan negara
anggota Uni Erupa yang pm].mg sermg tﬂ:han- ﬂuqml. ofeh serangan para
terorisme muslim IRE}MF__]._

Untuk melswan serangan terorisme vang dlhudapkﬁn oleh Prancis dalam

dunia internasional, Prancis memiliki beberapa strategi dalam mengatasi hal
tersebut sebagai berikut :
. Mengurangi kelompok-kelompok terorisme secara regional;

ba

Memerangi berbagai biaya, logistik, dan segala jaringan propaganda leroris;
Mencegah aksi radikalisasi;
Melindungi kepentingan warga negara Prancis di luar negert.
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Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, tindakan Prancis untuk melawan masalah
terorisme di lingkup internasional meliputi :

|. Tindakan tegas terhadap militer;

2. Menstabilkan wilayah yang menjadi target dalam konilik;

3. Mencan solusi melalui politik ;

4. Meningkatkan tindakan oleh Uni Eropa

5. Menmgkatkan lerjpsama  intemasional. khususnya dalam  memerangi

masuknya pendanaan terorisme,

Basis tammmpﬂ m besar bagi WS internasional yang
berbasis menjadikan sarang ferorisme yang mengakibatkan t&jﬂm}n penindasan
lﬂ.ﬁdlp penduduk kﬁ#}ﬂuﬂmhm Idmlﬂglm (France Diplomacy,
2023). Dalsm beberapa tahun terakhir . kelompok teroris terus berupaya dalam
memperhuas kehadirannya terutama di wilayah Afrika. Dalam hal ini Prancis
me:pdi aktor dalam upayn memerangi masalah terorisme di wilayah Afrika,
terutama. di Moli. Prancs memiliki strategi war on serror dalam wpaya
:Imnsh]ﬂlﬁﬂn kondisi keamanan di wilsyah benua Afrika, mlahm'a di
luhll Stemtegi tersebut dapat digunakan melahui bm'hagm updys seperti beberapa

operasi militernya dimana Prancis memiliteralisasi wilayah ﬂtq. bekerja dengan
pmtmmmpm politik sebagai sekutu dalam war an W[Whﬂ 2016),

‘Semenjak terjadinys kemerdekaan Prancis, hrlﬂ:!ﬂi telal melakukan
intervensi militer sebanyak lebih diri S0 kali di benua Afrika. Prancis melakukan
berbagai operasi Wﬁmﬁ intervensi atas respon duri masalah-masalah
domestik bekas | negara Ja]nhnnu}a. Seperti }uﬂﬂtﬂf_ﬁdlﬂ negaranya yaitu Mali,
negara yang memiliki masalah berupa kelompok pemberontak Islam yang
Mengancam negaranya. Presiden 'Ma..'li.}rﬁitu Ibrahim Keita meminta bantuan pihak

prancis untuk meminta bantuan dalnm melawan kelompok terorisme yang telah
menguasal bagian utara Mali don sedang berjalan menuju selatan pada tahun 2013,

Adamya ketidakamanan akibal pemberontak dom  kelompok  teroris
menyehabkan tindakan migrasi vang dimana orang-orang pindah ke negara-negar
Eropa untuk mempertahankan diri. Mali yang merupakan negara bekas jajahan
Prancis yang mendapatkan kemerdekaanys sejak tahun [960, karena hal itu
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membuat Prancis dan Mali menjalin hubungan diplomasi. Dimana salah satunya
adalah menjadikan Prancis sebagai refasi dalam menciptakan stabilitas keamanan
dan perdamaian di Mali Terjadinya pemberontakan oleh kelompok teroris
menyebabkan adanya peluang dalam penyebaran afau miprasi yang dilakukan
masyarakut mali terhadap negara Prancis (Pujar, 2020).
Pada 10 Januari 2013 pemerintahan Mali yang dipimpin oleh Dioncounda
Traore memberlakukan militer diseturih wilayah Mali. Karena kontrol yang
melemah pasca kudéts Movement for The Li'bﬂbgﬁ:mqj' Azawad (MNLA) yang
telah mc]a.kukm_hﬂfm dnnggkabmkhﬁns seperti Ansar Dine, al-Oueda in
the !ciManﬁM.dﬂ_Mﬁimm S Uiy and Jihatel in West Africa
(MUJAQ) mengalsmi perbedaan visi  schingga mendorons MNLA untuk
mengakhiri kerjassmanya dinntara kelompok tersebut dan ﬁmph'bnlkan konflik
yang memperparah kondisi di Mali. Dampak yang d‘&unhthn hﬁhpﬂnmgkﬂlnﬂ
jumlah pengungsi, ketimpakan politiksosial. ekonomi,  pelas - HAM.
perusakkan infrostruktur dan dampak terhodap bidang pendﬂhn. Mmmul
il uman mﬂﬂf Inddex™ (HDI) pada tahun 2011-2018, tingkat M:tau_,
pendidikan, penghusitan atau pendapatan di Mali berada pada posisi yang cukup
‘memprifatinkan yaitu pada peringkat ke 182 dari 189 negara. '
Karena melemahnya sistem pemerintahan negara karena ketidakmampuan
dalam mengatasi berbagal masalah yang mengancam warga dan kesmanan negara.
dianggap tidak efektif untuk membantu menangani permagalahan itw. Akhimya,
Traore meﬁlgainmlkgi:.'lnhan dan memohon hm‘kepadﬂ perancis untuk
menghentikan pemberomtakan oleh Tuareg. Kemudian 'Kementrisn Pertahsnan
Perancis setuju melakukan intervensi mi]ji.&..gunﬂ mcn-ghent ikan pemberontakan di
Mali dan melindung! warga negara Perancis yang berada di Negara Mali dengan

membuatasi pergerakan Mugshidin yang sering menculik warga Perancis. Intervensi
i dilakukan untuk meminimalisir kekuatan Pemberontak vang anti-Barat
(Perancis) agar Mali tidak jatuh menjadi sebuah negara islam vang radikal (Paul
Melly,2013)

Perancis memiliki kepentingan dalam meyakini bahwa keberadaan negara



Mali sedang di pertarubkan dan mampu mengancam kedaulatan negara Mali
sendirl. Namun di sisi lan Perancis memiliki rasa tanggung jawab yang besar
sebagal sebuah negara yang pernah menjajah atan memiliki keterkastan dengan
Mali. Hal im dikarenakan negara Perancis menganggap kedaulatan Negarn Mali
sedang merasa terancam schingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk
menolong negara Mali {Tempo.co 2013}

Presiden Hollande mengumumkan sebush peluncuran operasi militer yang
diberi nama Operasi Militer Serval. M*ﬁﬂ.hﬁmgsi untuk mengacatkan
ekstremis dan’ mh:lkm kawasan, umnﬁ:k negars-fiegara tetangga seperti
Niger. Aljazair. 'Nrgﬂri, dan Mauritani. Sekitor 4.000 orang pasukan Perancis
didukung oleh 2 ﬂﬂﬂmmvﬂnﬁ bertindak mielalui koordinasi dengan pihak
‘wewenang Mali (Callimaichi, 2014). Operasi i mﬂhpnﬁm leesuksesan karena
berhasil memuiku! mundur pemberontak islam dan mwwatﬂs kota-
kots di Mali Utara yang dapat dilihat dari terbunuhnya beberapa pemimpin
kelompok Islam militant dan beberapa kelompok tersebut mengalami kekalahan
h.lk dari kota maupun pegunungan. Walaupun operasi militer F:mni:huqd dan
sukses, dengan wilayah Ishan terbuka fnas dalam mengendabikan Sahel dari
muncufrys ancaman teroris merupakan tantangan yang 'b-ult.k.armmmhuat
pu:mmtah pusst menjadi lemah sehingga keiumpnkm'hthw beroperasi secara
transmasional tanpa banyak hambatan ( Aronson, 2014),

Fada talun 2014 operasi militer Serval diklam telah mencapai tujuannya,
akan WWMM| militernyn l:ll@l misi kontraterorisme
kompleks yang disebut dengan Operusi Ea.t‘khnﬁ. i‘iﬂﬁm Perancis beroperasi
secara regional. melinia$ dan didalam perbutasan negara-negara G5 Sahel yaitu
M, Maiiriania, Burking Faso, Nuger dan Chad. Operssi Barkhane menandsi
tempal-tempat, ruang-ruang dan teritori di Afrika Baral sebagai medan
transnasional  untuk memerangi kekuatan teroris; sebush objek dan ruang
intervensi, sebuah medan yang disebut *tak terkendali” untuk menghasilkan bentuk-
bentuk baru tata kelola keamanan. Jangkauan regional Barkhane ini menmungkinkan
pemerintah Perancis untuk mengklaim bahwa mereka tidak ikut campur dalam
wrusan internal nepara-negara Sahel karens mereka jups mengubah peta regional



dan batas-batas sah politik modem (Charbonneau, 201 7).

Kepemimpinan militer dan diplomatik Peraneis dafam melakukan tata
kelola pemberantasan pemberontakan di Sakel mendapatkan dukungan dan
Pemerintah Amerika terutama dalam hal kemampuan intelejen, pengawasan dan
pengintaian (13R) (Stephen Tankel, 2020). Dukungan terhadap kepemimpinan
Perancis terkait erat dengan prinsip yang terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan
PBB (Marie & Nissen, 2020). Parameter ultma orgamisasi, kelembagaan, dan
hukum intervensi internasional ﬁww eleh dan melalol mandat dari
berbagai pumﬁ:ﬁ'ﬂh Misi Mlﬂﬂ&mm PBE di Mali {]ldINUSh-'I.."Lj Prioritas
strategi. iﬂHlEM:'Lllghk ]mﬂulﬂlkknnny: di tahup 2013 untuk mendukung
upayn stabilitasasi, mﬂﬁhﬂ otoritas Mali dan sejak tahun 2015 untuk
‘membantu implementasi parfnjian perdamaian.

Intervensi milter Perancis mampu mendorong mundur kelompok-

kelompok busmjnlﬂ yang menduduki wilsyah utars Mali, namun Mml
pelanggaran hukum dan bersengata semakin meningkat pads pmlglhanhhlm
HM mm‘ﬁl‘hmugﬂﬂlﬁpahnnpmnmmnkm memburuk danmenyebar
h'}l.rllugﬂlpiut Mali dan menjadi tahun yang paling mematikan bagi pasukan
Perancis yang berpartisipasi dalam Operasi Barkhane. Karena Lﬂda.putthn tentara
peruncis terbunuh ketiks melakukan operasi penyisiran anggota grup leroris
bersenjaia. Selanjuinya tentara Perancis lainnys yang. terbunuh akibat ledakan
sebuah ledakan di tambang (The Guardian, 2016). W“ semakin memanas

antara mmu dengan kelompok-kelompok Mpmdu tahun 2017 hingga
2018. Sejak dimulainya baik Operasi Serval maupun Barkhane telah banyak

menzlah korban dan mungdltnl kerugion . Saat h}q‘gﬂ muncul akivis TNIM
(Jama’at Nasr allslam w:li !u-'luslimm:l y:mg mm‘upnk,ﬁn koalisi grup teroris

bersenjata yang berafiliasi dengan Al-(Jaeda meluncorkan serangan ke pangkalan
militer Perancis yang menyebabkan beberapa tentara Prancis terhuko.

Tekanan dalam tuntutan mitra eksternal dengan tuntutan politik warga
negara secara tidak langsung melemahkan negara Mali dengan melemahnya garis
akuntabilitas dan legitimasi Hal ini menyebabkan negara menjadi lebih bergantung
pada sekutu asing dan kekuatan koersif untuk bertshan hidup yvang semakin



melemahkan legitimasinya, sehingga membutubkan kekuatan sekutu asmg dan
militer untuk mempertahankan skhimya menyebabkan lebih banyak lagi negara
vang lemah. Banyoknya protes-protes yong memberikan tekanan besar membirat
hubungan Perancis-Mali semakin memburuk selama tahun 2019-2020, hal itu
diperlihatkan melalui Presiden Perancis yang enggan mengirim pasukan tambahan
ke tempat yang tidak mereka inginkan (Gazeley, 2022

Walaupun ﬂp‘ﬂﬁhl Barkhane merupakan operasi kontraterorisme yang
berfokus melawan ferorsme, strafegi perancis di Sahel Mali tidak semata-mata
bersifat  militer mamun _membawa #M atss krisis yang terjadi secarn
kmrq:lram&ﬁ politis, terkait keamanan dan ekonomi_ Selama dua tahun intervensi
berikutnya membual misi dan kondisi dilapangan menjadi kurang menguntungkan
lqipulﬂm Perancis dan mitra Barat mereka ﬂhw wumiﬁh unlu.i menarik

crHip pﬂhnkn.n mes: Militer Pernncis datam mﬁﬂﬂh& masalah
terorisme di Mal:.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah lem:'tlﬂ., ;rq:ﬂ'lm memfokuskan
pertanyaan penelitian tentang * Mengapa Perancis melakukan penarikan operasi
milifernys dalam menghadapi konflik di wilayah Mali?™

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalsm penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui permasafahan yang terjadi di wilayah Mali

b. Untuk mengetahui upayva operasi militer Perancis dalam membantu
menyelesaikan permasalahan terorisme di Mali.

c. Untuk menganalisa penyebab penarikan militer Perancis dari Mali.

d. Untuk menganalisa rasionalitas Prancis dalam keputusan penarikan
operasi militernya dalam penyelesaian permasalzhan teronsme di
Mali.



1.3 Manfaat Penelltian

Hasil dari penelitian ini diharaspkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penyebab penarikan operasi militer oleh
Perancis dalam menyelesaikan masalah terorisme di Mali dan diharapkan dapat
berguna bagi peneliti selanjutnya yang kemudian menjadi acuan dalam
memperkaya khasanah ilmu dalam kajian Hubungan Internasional.

dan keput:
T DETEV :.1| mm
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